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PUTUSAN
Nomor 1026/Pdt.G/2022/PA.Lt
ZARE Y 2
bl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Nik XXXXXXXXXXXXXXxX tempat dan tanggal lahir Masam
Bulau, 08 Agustus 1987, agama Islam,
pekerjaan XXXXXX, pendidikan SLTA,
XXXXXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sebagali
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga Pumu, 07 Mei
1990, agama Islam, pekerjaan Xxx XXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA,
XXXXXXXXXXXKHXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sebagali

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1026/Pdt.G/2022/PA.Lt,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada

tanggal 05 Juni 2011 di Tanjung Sakti Pumi yang tercatat pada Kantor
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Urusan Agama XXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXX ~ XXXX,  XXXXXXXXX  XXXXX
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/ 03/ VI/
2011, tanggal 06 Juni 2011;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah berjalan selama 11 tahun 6 bulan, setelah menikah
Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di
rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA
SELATAN dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1
orang anak yang bernama: Nabila Aisyah Putri, perempuan, umur 10 tahun,
yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun
dan harmonis selama 5 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Juni
2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan
seorang laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari kakak perempuan
Pemohon yang melihat Termohon sedang berduaan dengan selingkuhannya
tersebut;

6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin
memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 08 Juli 2017 yang
disebabkan oleh karena Termohon kembali ketahuan berselingkuh dengan
selingkuhannya bahkan Termohon telah menikah sirih tanpa sepengetahuan
Pemohon;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan
rumah orangtua Pemohon dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di
rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA
SELATAN dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di
KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN;

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah
selama 5 tahun 5 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon
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dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya
suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan
rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan
perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon
dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh
karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan
sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cgq. Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Lahat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
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tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,
maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim
tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati
dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina
keutuhan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan
diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk
umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan
sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat didengar dan diperiksa;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon
telah mengajukan alat bukti berupa:
1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 160420808870003 atas nama

Doni Asman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxx, tanggal

22 Mei 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah

dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu

diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

b. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/VI/2011, tanggal 06

Juni 2011 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung

Saksi Pumi, xxxxxxxxx xxxxx telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan

dengan aslinya dan sesuai, diberi kode (Bukti P2) Diberi tanggal dan

paraf Hakim;
2. Bukti Saksi.
1. Saksi 1, SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan
XXXXXXXX XX XXXXXX, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpabh,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami isteri tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN LAHAT,
PROVINSI SUMATERA SELATAN dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, anak
tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;

- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis selama 5 tahun pernikahan, namun sejak kemudian
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon melalui handphone sekitar tahun 2017 atau
2018 yang lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan kakak
Pemohon, sekitar tahun 2017 atau 2018, Termohon, kakak laki-laki
Pemohon dan kakak perempuan Pemohon pergi bersama-sama menjadi
TKI, sewaktu di penampungan Termohon dan kakak laki-laki Pemohon
selalu bersama-sama, akan tetapi saksi tidak curiga, kemudian setelah di
luar negeri terdengar bahwa Termohon dan kakak laki-laki Pemohon
hidup serumah antara keduanya bukan lagi sebagai adik dan kakak ipar
akan tetapi sudah menjadi pasangan hidup, hingga akhirnya Termohon
dan kakak Pemohon di deportasi karena kasus ini;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah
tempat tinggal selama 5 tahunan hingga sekarang, selama itu Pemohon
dan anaknya tinggal di Lahat dan Termohon tidak pernah datang
mengunjungi Pemohon dan anaknya;

- Bahwa Setahu saksi Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali,
namun tidak berhasil;
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- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan
Termohon;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

XXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, XXXXXXXXX XXXXX, di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami isteri tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN LAHAT,
PROVINSI SUMATERA SELATAN dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, anak
tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;

- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis selama 5 tahun pernikahan, namun kemudian rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon sekitara tahun 2017 yang lalu, perselisihan
tersebut dikarenakan masalah keuangan, akan tetapi kemudian saksi
sering mendengar cerita dari keluarga besar bahwa Termohon telah
berselingkuh dengan kakak Pemohon;

- Bahwa sekitar tahun 2017 atau 2018, Termohon, kakak laki-laki Pemohon
dan kakak perempuan Pemohon pergi bersama-sama menjadi TKI,
kemudian setelah di luar negeri terdengar bahwa Termohon dan kakak
laki-laki Pemohon hidup serumah, antara keduanya sering pergi ke hotel,
dan antara keduanya bukan lagi sebagai adik dan kakak ipar akan tetapi
sudah menjadi pasangan kekasih, hingga akhirnya Termohon dan kakak
Pemohon di deportasi karena kasus ini;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah
tempat tinggal selama 5 tahunan hingga sekarang, selama itu Pemohon
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dan anaknya tinggal di Lahat dan Termohon tidak pernah datang
mengunjungi Pemohon dan anaknya;

- Bahwa Setahu saksi Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali,
namun tidak berhasil;

- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada
saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti
yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan
bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai
dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan
mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk
mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Hakim menunjuk kepada berita
acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan
Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak
datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan
alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian maksud Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2)
R.Bg dipandang telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang,
maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim
telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon
dengan cara memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Pemohon
untuk tidak bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil damai,
dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 jo. Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan
diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk
umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan ini
adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan
dan dalil yang dijadikan dasar hukum Pemohon dalam permohonannya
sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii permohonan Pemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan
P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
a.n. Pemohon yang yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXX XXXXX,,
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, yang berisi tentang kebenaran identitas Pemohon,
status kependudukan dan tempat tinggal Pemohon yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di
XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXK XXXXKKK XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXK, XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX
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Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa bukti fotokopi Kutipan Akta
Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah ditandatangani oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, sesuai maksud
Pasal 27 (1) Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Pencatatan Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan Hakim telah
mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai maksud Pasal 301 ayat
(1) R.Bg, maka Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat
bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah
atas nama Pemohon dan Termohon tersebut relevan dengan pokok perkara,
dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan
Termohon adalah suami-istri yang sah, sesuai dengan ketentuan telah
memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata jo
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim menilai bukti
fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang
merupakan bukti yang sah sebagai conditio sine qua non dalam perkara cerai
gugat, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dalam hal perkara cerai gugat telah diatur dalam
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, sehingga perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon yang cakap bertindak
dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan
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persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi
Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana
maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal
175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang cakap bertindak dan
tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan
persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Hakim
berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti
saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon merupakan
saudara sepupu Pemohon, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi
saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah
sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Hakim berpendapat saksi-saksi
Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui peristiwa
hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan, karena
Termohon berselingkuh dengan kakak Pemohon, dan saksi mengetahui antara
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5
tahun yang lalu, maka Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang
saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung
dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana
dimaksud Pasal 308 ayat Pemohon (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya
keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian,
sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan
Pemohon ;
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Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan
dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan
bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam
satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai
pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih
Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang
telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta
adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup
dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan
perceraian yang diajukan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang
saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim
berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas
minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan
yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti tersebut, maka Hakim mengkonstatuir
peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwva hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 05 Juni 2011 di Tanjung Sakti Pumi yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama XXOXXXX — XXXXXXX  XXXXX  XXXX,  XXXXXXXXX  XXXXX
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/ 03/ VI/ 2011,
tanggal 06 Juni 2011,

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan yang terus-menerus;

3. Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

tinggal sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu hingga sekarang;
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4, Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai
sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus
dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon
berpisah rumah-hingga sekarang lebih kurang 5 tahun lamanya dan selama itu
pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, oleh
karenanya Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah
(marriage break down/broken home).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatatir
tersebut di atas, maka Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa
hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam
rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut
dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan
doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim
dalam pertimbangannya sebagai berikut:

N3 Y5550
(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan
orang lain). Sunan Ibni Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331,

A Laad | il (o (s T o Lt 115
We Bavial) 285 @ 28 dolias g 8auie p i |3 18
Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar
kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat
dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-
Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal
penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi

yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat
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dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal
18 Juni 1996);

Slatl 3 5as Glay )

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali
(suami). Sunan Ibni Majah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak
mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Pemohon dan Termohon
telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus
ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan
perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah
pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidak-tidaknya bagi Pemohon,
daripada mempertahankan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran,
ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih
memperparah keadaan rumah-tangga kedua belah pihak, maka Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan
izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga
permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lahat, sepatutnya
petitum permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan
secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai
yang diajukan Pemohon, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan
alasan lain dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi:
“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian
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yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka Pemohon dan Termohon

melaporkan perceraiannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon paling lambat 60 (enam puluh)

hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan
Pemohon angkat 3 dikabulkan sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum sarak dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir ;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Lahat;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.160.0000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Lahat pada

hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06

Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Marlina, S.H.l, M.H. sebagai hakim tunggal,

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Fakrul Jamil, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Marlina, S.H.l, M.H.
Panitera Pengganti,
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Fakrul Jamil, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
o Pendaftaran ' Rp. 30.000,00
0 ' Rp. 20.000,00
Panggilan Pertama (P & T)
0 ' Rp. 10.000,00
Redaksi
o ' Rp. 10.000,00
PBTT
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon ' Rp. 250.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon ' Rp. 500.000,00
5. Biaya Pemberitahuan ' Rp. 250.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah ' Rp. 1.160.000,00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)
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